ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam
Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, merupakan hasil
penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama,
Bagaimana Prosedur Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah beserta Penyelesaian Sengketa Pemilukada
berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, Bagaimana Kompetensi
Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada setelah lahirnya UU
Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik
wawancara, telaah pustaka, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah
dihimpun tersebut dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normativ yang
menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Dalam analisis
yuridis normatif, mempergunakan bahan-bahan kepustakaan hukum dan undang-
undang sebagai sumber data utama.

Hasil peneltian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada
berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemda menyatakan bahwa, penyelenggara
Pemilukada adalah KPUD Propinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilukada
melalui 2 tahapan, yakni tahapan Persiapan dan tahapan Pelakasanaan. Selain itu,
dalam Undang-undang ini, kompetensi mengadili sengketa hasil pemilukada
menjadi kompetensi Mahkamah Agung berdasarkan pasal Pasal 106 Undang-
undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian komptensi
mengadili sengketa Pemilukada dialihkan dari MA ke MK berdasarkan Pasal
236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Dan
ditegaskan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota, komptensi mengadili sengketa Pemilukada
dialihkan kepada Badan Peradilan Khusus. Hal ini berdasarkan Pasal Pasal 157
ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan
Walikota. Akan tetapi selama belum terbentukanya Peradilan Khusus tersebut,
penyelesaian sengketa Pemilukada masih menjadi kompetensi MK berdasarkan
Pasal 157 ayat (6). Pembentukan Peradilan khusus tidak bisa dilepaskan dari
banyaknya sengketa pemilukada yang masuk ke MK, sehingga menggangu tugas
utama MK sebagai pengawal konstitusi.

Oleh sebab itu, badan peradilan khusus yang menangani sengketa
Pemilukada harus segera dibentuk. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi dapat fokus dengan tugas dan kewenangannya masing-
masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, peran lembaga-
lembaga lainnya, seperti DKPP, BAWASLU, dan KPU harus dimaksimalkan
guna meminimalisir terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada.
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